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Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang 
Analysis on the Contribution of Market Contribution to Regional Original 





Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bersifat 
deskriptif.Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. 
Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan 
kepustakaan.Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
sistem penerimaan retribusi pasar menggunakan sistem official assesment, yaitu 
pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang 
merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Subdinas 
Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, 
Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%.  
Kata kunci: Retribusi pasar,pertumbuhan,potensi,pendapatan asli daerah. 
The aim ofthe research was to find out the revenue system of market retribution 
to Regional Original Revenue in Sidenreng Rappang Regency.The research was 
a descriptive study. The data consisted of primary and secondary data. The 
techniques of obtaining the data were observation, interview, and library study. 
The  data were analyzed qualitatively. The results of the research indicate that 
the revenue system of market retribution used official assessment system, i.e. 
direct collection using valuable objects or tickets as the  authority and 
responsibility of Regional Revenue Department of Sidenreng Rappang Regency 
and fully implemented by Market Sub Department. The implementation of market 
retribution in the last three years has run well, while on average the contribution 
of market retribution to regional orginal revenue in Sidenreng Rappang Regency 
is 17.19%. 
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1.1 Latar Belakang 
Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan 
Pancasila, melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tersebut 
diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh  rakyat yaitu sesuai 
dengan asas keadilan sosial. 
Mengingat Indonesia sebagai Negara dengan wilayah luas yang terdiri 
dari ribuan pulau dengan budaya, sosial, dan kondisi perekonomian yang 
berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan 
daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi demikian maka pemerintah 
memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah 
tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.Prinsip pemberian 
otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu 
pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah. 
Menurut Halim (2004:2) bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih 
meningkatkankesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan 
kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Untuk dapat 
melaksanakan tujuan tersebut di atas pemerintah daerah dapat melakukan suatu 
kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Sehingga terjadi kesinambungan kebutuhan keuangan 
khususnya di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum adanya 




desa atau kelurahan, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan tahun 
sehingga terjadi efektifitas organisasi pemerintah yang optimal. Hal ini telah 
disampaikan Siagian (1997:57) yang mengemukakan bahwa “efektifitas 
organisasi sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber dana, daya, 
sarana dan prasarana yang ada“. Dengan demikian,dana APBD yang digunakan 
tersebut harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik 
maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Retribusi 
Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan 
dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer 
tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai 
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 
mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus-menerus berupaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan 
daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan 
kondisi masyarakat dengan menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 
Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, 
pengertian pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam 
periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.Sedangkan 
pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 
dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan 




a. Hasil Pajak Daerah mempunyai pengertian negara yang diserahkan kepada 
daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan undang-undang yang 
digunakan guna membiayai pengeluaran daerah. 
b. Hasil Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik 
daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan hak 
langsung atau tidak langsung. 
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengolahan daerah yang dipisahkan 
mempunyai pengertian suatu badan usaha yang dibentuk daerah untuk 
mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan 
daerah. 
d. Pendapatan Asli Daerah lain-lain adalah merupakan sumber pendapatan 
daerah yang tidak tergolong pada sumber pendapatan murni daerah ataupun 
pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah sehingga dapat 
dikatakan pendapatan lain-lain. 
Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soeparmoko 
(2002:85) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dandiberikan  
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah otonomi yang 
berada di Provinsi Sulawesi Selatan terus menggali potensi-potensi keuangan 
daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli 
Daerah.Sumber penerimaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih 
memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi 




daerah yang digunakan untuk menyediakan tempat pasar yang 
strategis.Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap 
penggunaan sarana dan prasarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat 
langsung dapat merasakan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang diberikan 
pemerintah daerah.Namun, berdasarkan informasi Kepala DISPENDA 
Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten 
Sidenreng Rappang masih sangat perlu diadakan pembenahan.Efektivitas dan 
pendisiplinan staf pemungut retribusi untuk memperoleh hasil yang ditargetkan 
pemerintah kabupaten dapat terealisasi dengan baik. 
Gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten 
Sidenreng Rappang selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut. 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten 





Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2011       7.818.622.000    6.125.049.200  78,34  
2012       7.546.674.000    6.061.423.034  80,32  
2013       6.381.211.400    6.867.489.772  107,62  
Rata-Rata 88,76  
 
 
Sumber :  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Tabel 1.1 Dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan dari 
retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebanyak 
78,34 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 80,32 
persen dan realisasi dari pendapatan retribusi pasar naik secara drastis pada 




Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pendapatan daerah yang cukup 
tinggi, hal ini disebabkan karena Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan 
salah satu kabupaten yang besar di ProvinsiSulawesi Selatan. Hal ini didukung 
data pada tabel 1.2 bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki realisasi 
pendapatan daerah yang cukup besar. Untuk lebih jelasnya pada tabel 1.2 di 
bawah ini: 
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2011-2013 
 
Tahun  
Pendapatan Asli Daerah 
(%) 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 
2011     47.835.076.000   36.780.402.636,49  76,89  
2012     43.453.014.000   36.158.851.507,94  83,21  
2013     44.146.778.000   37.920.943.980,29  85,90  
Rata-Rata 82,00  
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  
  
Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2011 sebesar 76,89 persen dan pada tahun 
2012 naik sebesar 83,21 persen dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 
2013 hanya naik sebesar 85,90 persen dari tahun 2012, hal ini disebabkan 
karena adanya proses pembangunan pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 11 kecamatan dengan 103 
desa atau kelurahan dan terdapat 14(empat belas) pasar sebagai berikut. 
1. Pasar Pangkajene di Kecamatan Maritengngae  
2. Pasar Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitue  
3. Pasar Rappang di Kecamatan Panca Rijang 




5. Pasar Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng 
6. Pasar Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu 
7. Pasar Baranti di Kecamatan Baranti  
8. Pasar Otting di Kecamatan Pitu Riawa  
9. Pasar Lancirang di Kecamatan Pitu Riawa  
10. Pasar Bilokka di Kecamatan Panca Lautang 
11. Pasar Wette’e di Kecamatan Panca Lautang  
12. Pasar Massepe di Kecamatan Panca Lautang  
13. Pasar Batu di Kecamatan Pitu Riase  
14. Pasar Manisa di Kecamatan Baranti  
Dari setiap pasar tersebut, ada seorang pegawai negeri sipil yang 
diangkat pejabat fungsional kepala pasar yang mengelola setiap pasar dan 
terkhusus di Pasar Pangkajene, Pasar Rappang, dan Pasar Tanru Tedong para 
Kepala Pasar masing-masing mempunyai staf tiga orang PNS dan lima orang 
staf pegawai sosial atau honorer sebab ketiga pasar tersebut dapat dikategorikan 
sebagai pasar yang berskala besar dan lainnya adalah pasar yang berskala 
kecil. Terkhusus mengenai masalah pemungutan retribusi kepada para 
pedagang, Dinas Pendapatan Asli Daerah (DIPENDA) Kabupaten Sidenreng 
Rappang membuat karcis retribusi yang diberikan kepada petugas pemungut 
atau kepala pasar untuk melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang 
di setiap hari namun jumlah harga karcis retribusi pasar tidak sama yakni 
Rp.2.000,- pada hari pasar besar yakni tiga hari setiap minggu dan hari lainnya 
yang bukan hari pasar kurang penjual dan pembeli maka harga karcisnya hanya 
Rp.1.000,- namun menurut pengamatan secara langsung di pasar bahwa 
efektivitas pengelolaan retribusi pasar di beberapa pasar di Kabupaten 




adanya beberapa petugas retribusi yang belum menjalankan tugas dengan baik 
yakni pedagang di suruh membayar namun tidak diberikan karcis. Hal ini dapat 
berefek pada kurangnya PAD dari retribusi pasar sebab masuk di kantong 
petugas itu sendiri, padahal target retribusi pasar dapat memberikan kontribusi 
sebesar Rp. 6,867,489,772,- pada Tahun 2013 atau 107,62 persen dari total 
PAD sebesar Rp. 37,920,943,980.29,- Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
Anggaran 2013. 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan dilakukan penelitian dan 
membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi 
Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Sidenreng 
Rappang”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 
a. Bagaimanakah sistem penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang? 
b. Berapa potensi penerimaan retribusi pasar yang ada di Kabupaten 
Sidenreng Rappang? 
c. Bagaimanakah kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan uraian, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut. 
a. Untuk mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
b. Untuk  mengetahuipotensi penerimaan retribusi pasar yang ada 




c. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoretis 
Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan mengenai sistem 
penerimaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang, serta dijadikan dasar dan bahan 
informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih 
meningkatkan kebijakan–kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan 
dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi 
tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten 
Sidenreng Rappang. 
 
1.5 Sistematika Penelitian 
Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi 
pembahasan dalam penelitian ini, maka secara global sistematika penelitian 
sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
 Merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang memuat 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 





 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang 
akan digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, 
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data, pengecekan validitas temuan serta tahap-
tahap penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah 
dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan 
sebelumnya meliputi gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah 
dan retribusi pasar Kabupaten Sidenreng Rappang. 
BAB  V PENUTUP  
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini yang 
berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian 
mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan 
metode yang telah disebutkan. Bab ini juga  menyertakan saran–








2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Otonomi Daerah 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah 
pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, 
definisi otonomi daerah sebagai berikut. 
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 
 
Pasal I butir 6 Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 
menyebutkan daerah otonom adalah: 
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia“. 
 
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah otonomi daerah yang luas, 
nyata, dan bertanggung jawab yang akan memberikan kepercayaan bagi daerah 
kabupaten atau daerah kota untuk mengelola kewenangan yang lebih besar dan 
luas. Di samping itu, pemberian otonomi yang luas juga akan menjamin 
kemantapan otonomi daerah, karena kedudukan daerah kabupaten dan daerah 




pemerintah daerah provinsi tetapi masing–masing daerah tersebut berdiri sendiri 
dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Pengertian asas otonomi 
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yaitu sebagai berikut. 
1. Otonomi yang Luas 
Adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali 
kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. Disamping itu keleluasaan otonomi 
mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan, pengendalian. 
2. Otonomi yang nyata 
Adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan di bidang tertentu yang nyata telah ada dan berpotensi untuk 
tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dengan demikian isi dan jenis 
otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. 
3. Otonomi yang Bertanggung Jawab 
Adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sesuai konsekuensi 
pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan 
kewajiban yang dipikul daerah dalam mencapai tujuan dalam pemberian otonomi 
berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah serta antar-







2.1.2  Pendapatan Asli Daerah 
Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 3 huruf a, pengertian Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber–
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
yang sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 
Menurut Santoso (1995:20), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi 
daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 
Beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber–sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai 
dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku yang digunakan sebagai 
biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sebagai berikut. 
1. Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
Menurut Saidi (2007:26) menyatakan pajak adalah pungutan pejabat 
pajak kepada wajib pajak tanpa prestasi secara langsung dan bersifat memaksa 
sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Menurut Soemitro (1990:5) sebagai 
berikut. 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang–
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum“. 
 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah 




Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk 
didaerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah 
dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang. 
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pajak Daerah adalah jenis pajak 
yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari–hari 
dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
b. Jenis Pajak Daerah 
Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah, jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah 
sebagai berikut: 
1) Pajak Daerah Tk. I (Propinsi), terdiri dari sebagai berikut: 
a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. 
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan. 
2) Pajak Daerah Tk II (Kab/kota), terdiri dari sebagai berikut: 
a) Pajak Hotel. 
b) Pajak Restoran. 
c) Pajak Hiburan. 
d) Pajak Reklame. 
e) Pajak Penerangan Jalan. 
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 





2.1.3  Retribusi Daerah 
Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu 
membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan dari 
pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari 
daerah adalah retribusi daerah. Menurut Munawir (1990:42)  definisi retribusi 
adalah sebagai berikut. 
“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan 
jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis 
karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia 
tidak akan dikenakan iuran tersebut“. 
 
Retribusi daerah menurut Pasal 108 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: 
1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis–jenis Retribusi 
Jasa Umum terdiri dari sebagai berikut: 
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan. 
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 
c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil. 
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat. 
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 
f) Retribusi Pelayanan Pasar. 
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 




2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa usaha yang disediakan  
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. Jenis–jenis Jasa Usaha 
terdiri dari sebagai berikut: 
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
b) Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 
c) Retribusi Tempat Pelelangan. 
d)  Retribusi Terminal. 
e) Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 
g) Retribusi Penyedotan Kakus. 
h) Retribusi Rumah Potong Hewan. 
i) Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal. 
j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 
k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air. 
l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 
m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis–jenis 
Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari sebagai berikut: 
a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.  




c) Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol. 
d) Retribusi Izin Gangguan. 
e) Retribusi Izin Trayek. 
f) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan. 
Adapun Subjek dan Objek Retribusi Daerah antara lain sebagai berikut: 
1) Subjek Retribusi Daerah terbagi atas yaitu: 
a) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 
b) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
c) Subjek Retribusi Perizinan adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
2) Objek Retribusi Daerah terbagi atas yaitu: 
a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. 
Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, 
pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan 
pasar.  
b) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan  
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat disediakan sektor swasta. Jasa ini antara lain retribusi 
terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir 
dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir. 
c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 




yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin 
tempat menjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek. 
 
2.1.4 Retribusi Pasar 
a. Pengertian Retribusi Pasar 
Pasar dalam pengertian sehari-hari yang kita kenal sebagai tempat jual 
beli barang-barang kehidupan sehari-hari. Ada pula yang mengartikan sebagai 
tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual, namun pengertian pasar 
disini adalah pengertian pasar secara umum. 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 
Tahun 2011 Pasal 1 Butir 4, pasar adalah fasilitas yang disediakan pemerintah 
daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi atau barang 
dagang.   
Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Butir 9, adalah sejumlah pembayaran 
uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar. 
Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah 
bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya 
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit–langit yang 




Disebut juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi 
atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa 
pelataran, los dan atau kios atau bedak yang dikelola Pemerintah Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar merupakan salah satu 
Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Karenaitu 
dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya 
penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. 
b. Objek Retribusi Pasar  
Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 
tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah 
pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun 
Perusahaan Daerah. 
c. Subjek Retribusi Pasar  
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan,  
memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang 
dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, firma, koperasi. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu tentang analisis permintaan retribusi pasar serta 
permasalahan dan faktor-faktornya telah dilakukan Soelarti (1997); Wasirin 





Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 


























































































































































3.1 Rancangan Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu 
peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.Peneliti 
mengumpulkan data dan mendeskripsikan tentang bagaimana Kontribusi 
Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan, karena 
peneliti sendiri merupakan alat (instrumen) pengumpulan data yang utama 
sehingga kehadiran peneliti mutlak diperlihatkan dalam menguraikan data 
nantinya.Karena dengan terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat 
melihat secara langsung fenomena yang ada di lapangan tersebut. Kedudukan 
peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan 
perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan akhirnya ia 
menjadi pelapor hasil penelitiannya. 
Kedudukan peneliti sebagai instrumen atau alat peneliti ini sangat tepat, 
karena ia berperan segalanya dalam proses penelitian. sedangkan kehadiran 
peneliti dalam penelitian ini diketahui statusnya sebagai peneliti subjek atau 
informan, dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian ke lembaga 
yang dijadikan objek penelitian. Adapun peran peneliti dalam penelitian ini adalah 




pemeran tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Peneliti disini pada waktu 
penelitian mengadakan pengamatan  langsung, sehingga diketahui fenomena-
fenomena yang nampak. Secara umum kehadiran peneliti di lapangan dilakukan 
dalam 3 tahap yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan penelitian. 
2. Pengumpulan data, bagian ini peneliti secara khusus menyimpulkan data. 
3. Evaluasi data yang bertujuan menilai data yang diperoleh dilapangan 
penelitian dengan kenyataan yang ada. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai 
dengan masalah yang diangkat maka peneliti mengambil lokasi penelitian di 
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Jalan Harapan Baru Kecamatan 
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data  
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara 
mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan 
permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh secara langsung 
dari sumber pertama di lapangan misalnya data yang di berikan langsung 
pejabat yang berwenang mengenai Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan 






b. Data Sekunder  
Adalah data yang diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada 
dan secara tidak langsung melalui bahan–bahan dokumen berupa peraturan 
perundang–undangan, buku kepustakaan dan sebagainya. 
 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Sumber Data Primer  
Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang 
meliputi keterangan atau data yang diberikan pejabat yang berwenang. Meliputi 
Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
b. Sumber Data Sekunder 
Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data 
primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 
penelitian yang serupa dengan penelitian ini. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh 
data dalam penelitian yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang 
akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah 
sebagai berikut. 
a. Pengamatan atau Observasi 
Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan 






b. Wawancara atau interview 
Menurut Cholid dan Ahmadi (2004:83) Wawancara adalah proses tanya 
jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang 
atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 
atau keterangan-keterangan. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, 
yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang 
akan diteliti. Dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang menangani 
masalah retribusi pasar serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan 
retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
c. Studi Dokumen 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-
bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada 
hubungannya dengan objek yang diteliti yakni yang menyangkut retribusi dan 
pendapatan daerah dengan tujuan untuk memperoleh objek yang menunjang 
kelengkapan penelitian. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data 
secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu  apa yang dinyatakan responden 
secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh. 
Tahap-tahap analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 




b. Analisis potensi. 
c. Analisis pertumbuhan. 
d. Analisis kontribusi  
Rumus potensi retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang sebagai berikut: 
{(LLS x TR) + (LKS x TR) + (PRLS x TR) + (JPKS x TR) + (JPEP x TR)} 
x {(Aktifitas Pasar Sebulan x 12)} 
 
Ket: 
LLS = Luas Los 
LKS = Luas Kios 
PRLS = Jumlah Pedagang Los 
JPKS = Jumlah Pedagang Kios 
JPEP = Jumlah Pedagang pelataran 
TR = Tarif Retribusi  
Untuk melihat pertumbuhan dari penerimaan retribusi pasar, Menurut 
Patmawati (1996:36) dengan rumus sebagai berikut: 
 
Pth-n  –  PRth-n-1 




PPR = Pertumbuhan Retribusi Pasar, 
Pth-n = Penerimaan Retribusi Pasar 




Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran tentang 
besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah 
dengan rumus sebagai berikut: 
PRth-n 
   KPR =    X 100% 
     PADFth-n 
Ket: 
KPR = Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah  
PRth-n = Penerimaan Retribusi Pasar 
PADFth-n = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
 
3.7 Pengecekan Validitas Temuan 
Menurut Nasution (1996:40) untuk memperoleh keabsahan data, peneliti 
melakukan uji kredibilitas, kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan 
akan kebenaran data yang diperoleh. Kredibilitas data bertujuan untuk 
membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang 
sesungguhnya ada dilapangan. 
Teknik keabsahan data menggunakan sebagai berikut. 
1. Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan, kemudian 
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 
2. Triangulasi 
Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 
terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 




Disini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti 
membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dicapai dengan jalan 
membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. 
 
3.8 Tahap–tahap Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan tiga tahap, (1)Pra lapangan, 
(2)Kegiatan lapangan, (3)Analisis intensif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
Bogdamdan Taylor(2012:55) mengemukakan bahwa suatu penelitian 
hendaknya dilakukan dalam tahap-tahap tertentu yaitu, tahap pertama 
mengetahui sesuatu yang perlu diketahui. Tahap ini dinamakan tahap eksplorasi 
focus. Pada tahap inilah pengumpulan data dilaksanakan. 
Tahapan tersebutkan di ikuti peneliti. Ketiga tahapan dapat dijelaskan 
antara lain sebagai berikut. 
1. Tahap pra lapangan, meliputi sebagai berikut. 
a. Menentukan lapangan dengan pertimbangan bahwa pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang menjalankan retribusi pasar 
berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
b. Mengurus perizinan baik secara internal (fakultas) maupun secara 
eksternal (pihak PEMDA) 
2. Tahap lapangan, meliputi sebagai berikut. 
a. Mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan melibatkan 
beberapa informan untuk memperoleh data. 
b. Memasuki lapangan dengan mengamati beberapa fenomena proses 




data yang diperlukan dalam penelitian (Laporan realisasi penerimaan 
pendapatan daerah Kab. Sidrap Tahun 2009-2013). 
c. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. 
3. Tahap pengecekan data 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengadakan 
pengecekan data pada subjek informan atau dokumen untuk membuktikan 
validitas data yang diperoleh, pada tahap ini juga dilakukan perbaikan data baik 
dari segi bahasa maupun sistematikanya sehingga dalam hasil laporan penelitian 




















HASIL PENELITIAN  
 
4.1 Sejarah Kabupaten Sidenreng Rappang  
Sebelum ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten Sidenreng Rappang atau 
yang lebih akrab disingkat SIDRAP, memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan 
Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV, disamping 
kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, dan Wajo. Berbagai literatur yang ada 
menyebutkan, eksistensi kerajaan ini turut memberi warna dalam percaturan 
ekonomi dan politik kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sidenreng merupakan 
salah satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam Kitab La Galigo yang amat 
melegenda.Sementara masa La Galigo, menurut Christian Pelras yang menulis 
buku Manusia Bugis, berlangsung pada periode abad ke 11 dan 13 Masehi.Ini 
berarti Sidenreng merupakan salah satu Kerajaan Kuno atau pertama di 
Sulawesi Selatan. 
Dalam literatur lain, Rappang disebutkan sebagai kerajaan yang 
menguasai Daerah Hilir Sungai Saddang di abad 15 M. Bersama dengan 
Sidenreng, Sawitto, Alitta, Suppa, dan Bacukiki, mereka membentuk persekutuan 
Aja’Tappareng (wilayah barat danau) untuk membendung dominasi Luwu. 
Persekutuan itu kemudian diikatkan dalam perkawinan antar keluarga raja-raja 
mereka. 
Dalam perjalanannya, Kerajaan Sidenreng dan Rappang mengalami 
pasang surut pemerintahan, hingga pada Tahun 1906 kedua kerajaan yang 
ketika itu diperintah La Sadapotto, Addatuang Sidenreng XII sekaligus Arung 
Rappang XX, akhirnya dipaksa tunduk kepada Kolonial Belanda setelah melalui 




dalam Wilayah Onderafdeling Parepare. Selanjutnya pada Tahun 1917 kedua 
wilayah tersebut digabung menjadi satu, sebagai bagian dari wilayah 
pemerintahan Afdeling Parepare yang meliputi: 
1. Onderafdeling Sidenreng Rappang 
2. Onderafdeling Pinrang 
3. Onderafdeling Parepare 
4. Onderafdeling Enrekang; dan 
5. Onderafdeling Barru. 
 Onderafdeling Sidenreng Rappang di bawah pemerintahan Controleur 
yang berkedudukan di Rappang, dengan membawahi Wilayah Administrasi 
Daerah adat yang disebut Regen.Keadaan ini berlangsung hingga masa 
pendudukan Pemerintahan Jepang yang pada masa itu berada dibawah 
pengawasan Bunken Kanrikan. 
Seiring Fajar Kemerdekaan yang menyingsing pada 17 Agustus 1945, 
gelora semangat persatuan Indonesia tak terbendung lagi.Maka dengan 
dukungan penuh seluruh masyarakat, Sidenreng Rappang menyatakan diri 
sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Parepare 
menjadi Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
34 Tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang di dalamnya 
terdapat Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang yang berotonomi sebagai 
lembaga pemerintahan adat berdasarkan Staatblat 1938 Nomor 529. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng 
Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dibentuk 




berkedudukan di Pangkajene Sidenreng yang meliputi 7 (tujuh) wilayah 
Kecamatan masing-masing sebagai berikut: 
1. Kecamatan Dua Pitue; 
2. Kecamatan Maritengngae; 
3. Kecamatan Panca Lautang; 
4. Kecamatan Tellu Limpoe; 
5. Kecamatan Watang Pulu; 
6. Kecamatan Panca Rijang; dan 
7. Kecamatan Baranti. 
Seiring dengan itu pula, terbit pula Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor U.P.7/73-374 tanggal 28 Januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada 
Mappangile sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang 
Pertama. Pada 18 Pebruari 1960, Andi Sapada Mappangile kemudian dilantik 
sebagai Bupati oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Atas 
dasar pelantikan Bupati tersebut, maka ditetapkan tanggal 18 Pebruari 1960 
sebagai hari jadi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperingati setiap 
tahunnya. Sejak itu berakhir sudah Pemerintahan Feodal Para Bangsawan To 
Manurung yang telah berlangsung berabad-abad. Namun, yang jauh lebih 
penting adalah tumbuhnya rasa kebangsaan sebagai warga negara Indonesia 
yang memiliki persamaan hak dan derajat. 
 
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.2.1 Letak geografis 
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Ibukota Pangkajene sebagai 
salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah 




1.883,25 Km2, yang secara administratif terdiri dari  11 Kecamatan dan 105 
Desa/Kelurahan, Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara      : Kabupaten Pinrang dan Enrekang; 
Sebelah Timur      : Kabupaten Luwu dan Wajo; 
Sebelah Selatan   : Kabupaten Barru dan Soppeng; 
Sebelah Barat      : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare; 
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan letak geografis 3043 -4009  
Lintang Selatan (LS) dan 119041-120010  Bujur Timur (BT) dengan posisi 
strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan 
ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang 
mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya. 
Gambar 4.1 


















Lereng 0–2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang 
atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis 
penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan 
perkampungan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian 
dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. 
4.2.2 Geologi      
Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk, keadaan 
topografi dan sangat ditentukan oleh bahan induk lapisan dibawahnya. 
Berdasarkan peta tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian bogor 
tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang terdiri 
dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit.  
Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam 
tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. 
Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang 
terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai 
luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang 
mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa 
geologi batuan Gunung Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha 20,60 persen, 
Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha. 
4.2.3 Kependudukan  
Berdasarkan data BPS Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten 














1 2 3 4 
Panca Lautang 8.404 9.038 17.442 
Tellu Limpoe 10.951 12.138 23.089 
Watang Pulu 15.244 15.703 30.947 
Baranti 13.706 14.816 28.522 
Panca Rijang 13.292 14.321 27.613 
Kulo 5.635 5.951 11.586 
Maritengngae 22.886 24.317 47.203 
Watang Sidenreng 8.528 8.867 17.395 
Pitu Riawa 12.518 12.955 25.473 
Dua Pitue 13.581 14.284 27.865 
Pitu Riase 10.221 10.095 20.316 
Jumlah 134.966 142.485 277.451 
Sumber : Sidrap Dalam Angka, BPS 2013  
4.2.4 Perekonomian 
Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi 
yaitu tingkat perubahan struktural dan pergeseran struktural ini meliputi 
pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke non 
pertanian. Sektor pertanian, khususnya padi, peternakan dan perkebunan, jasa-
jasa dan perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang 
menjadi penggerak roda perekonomian dalam pengembangan Daerah 




Struktur perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2003-
2007 tidak banyak mengalami perubahan. Dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 
berikut: 
Sumber : Sidrap Dalam Angka, BPS Tahun 2013 
Struktur perekonomian ini memberikan gambaran masing-masing sektor 
dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu 
sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perekonomian 
suatu daerah, variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari 9 (sembilan) 
sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, 
industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel 
dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa 






Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 
Tahun 2011-2013 Atas Dasar Harga Konstan (Juta) 
No. Sektor 2011 2012 2013 




5.662,04 5.743,32 6.034,80 
3 Industri Pengolahan 79.300,06 85.026,10 89.383,48 
4 
Listrik, Gas dan Air 
Bersih 
10.648,43 11.917,81 12.477,98 













50.670,09 57.735,21 62.476,06 
  
9 
Jasa-Jasa 4.188,91 4.512,35 4.706,61 




4.3 Dinas Pendapatan Daerah  
4.3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dengan perangkat sebagai 
berikut:  
1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha 
1)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2)   Sub Bagian Keuangan. 
3.  Bidang Perencanaan dan Pengawasan 
1)   Seksi Perencanaan; 
2)   Seksi Pengawasan. 
4.  Bidang Retribusi 
1)   Seksi Pendataan dan Penetapan; 
2)   Seksi Penagihan dan Pembukuan. 
5.  Bidang Pajak dan PBB 
1)   Seksi Pendataan dan Penetapan; 
2)   Seksi Penagihan dan Pembukuan. 
6.  Bidang Pendapatan Lain-lain 




2)   Seksi Bagi Hasil dan Pembukuan. 
7.  UPT Dinas 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
4.3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap  
Visi:  
Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Berkualitas. 
Misi: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengelola pendapatan 
daerah. 
2. Penetapan sistem pengelolaan administrasi pendapatan daerah yang 
berbasis teknologi informasi . 
3. Peningkatan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana sebagai 
penunjang pengelolaan pendapatan daerah.  
4. Mengoptimalkan intensifikasi penerimaan daerah dengan menata 
menginventarisasi seluruh potensi sumber pendapatan daerah. 
5. Menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat terhadap 
peningkatan pendapatan daerah. 
4.3.3 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah 
  Menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut. 
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas 
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas memimpin Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal 




Satuan Kerja Dinas; membina dan mengkoordinasikan Sekretaris dan 
Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas; mengkoordinasikan dengan 
instansi terkait; mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis Bidang Pendapatan Daerah, menyelenggarakan 
pembinaan kesekretariatan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan 
pendapatan daerah, serta pembinaan pengelolaan retribusi dan pajak; 
melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 
serta membuat laporan secara berkala. 
2. Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut: 
a. Penyelenggaraan dan pembinaan kesekretariatan. 
b. Penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan pengelolaan 
pendapatan daerah. 
c. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan retribusi. 
d. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pajak. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris 
(1) Sekretaris, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rencana 
Strategi dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun 
dan mengkompilasi Rencana Strategi dan Rencana Anggaran Satuan 
Kerja dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah, 
mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang 
lingkup Dinas Daerah, menyelenggarakan penatausahaan dan 
ketatalaksanaan urusan perencanaan umum, keuangan serta urusan 
umum dan kepegawaian, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas Sekretaris dan membuat laporan secara berkala. 
(2) Fungsi sekretaris, antara lain: 




b. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan keuangan; 
c. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum dan 
kepegawaian. 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, antara lain: 
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub 
Bagian Perencaanan; Mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas dan 
Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan 
kepegawaian; Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas pekerjaan 
di lingkup Sub Bagian; melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan 
penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan dinas, 
melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan bidang 
perencanaan Dinas Pendapatan Daerah; melakukan pengawasan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian 
Perencanaan, serta membuat laporan secara berkala. 
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan:  
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan rancangan 
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan; 
membantu Sekretaris Dinas dalam menghimpun Rencana Strategis dan 
Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Kerja Anggaran (RKA-Dinas) 
masing-masing bidang dalam lingkup dinas pendapatan daerah; 
mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian 
perencanaan; kepala sub bagian umum dan kepegawaian, menjalin dan 
mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup Sub bagian keuangan dan 
program; melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan 




melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas 
di sub bagian serta membuat laporan secara berkala. 
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja anggaran sub bagian 
umum dan kepegawaian; membantu sekretaris dalam menghimpun 
rencana strategis dan rencana kerja anggaran satuan kerja masing-
masing bidang dalam lingkup dinas pendapatan daerah, 
mengkoordinasikan dengan sekretaris dan kepala sub bagian 
perencanaan dan kepala sub bagian keuangan, menjalin dan 
mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup sub bagian umum dan 
kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga 
dinas, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, 
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan 
kepegawaian lingkup dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sub bagian serta membuat laporan 
secara berkala. 
6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengawasan 
(1) Kepala Bidang Pengawasan mempunyai tugas mengkaji dan 
merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana 
anggaran satuan kerja bidang, mengkoordinasikan dengan kepala dinas, 
sekretaris dan kepala bidang di lingkup dinas, membina dan 
mengkoordinasikan para kepala sub bidang di lingkup bidang 
merumuskan dan mengkoordinasikan pedoman penyelenggaraan tugas 




penertiban dan pengalaman pengelolaan pendapatan daerah, melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan 
secara berkala. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Kepala 
Bidang Pengawasan, mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pengelolaan 
pendapatan daerah. 
b. Penyelenggaraan pembinaan penertiban dan keamanan pengelolaan 
kepala daerah. 
7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan 
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan, mempunyai tugas 
menyiapkan rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan 
kerja seksi Pengendalian dan Pemeliharaan, mengkoordinasikan dengan 
kepala bidang pengawasan dan kepala  seksi penertiban dan keamanan, 
membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup seksi, melaksanakan 
pengendalian dan pemeliharaan bidang pengelolaan pendapatan daerah, 
melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi serta 
membuat laporan secara berkala. 
8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan 
Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja seksi 
penertiban dan keamanan, mengkoordinasikan dengan kepala bidang 
pengawasan dan kepala bidang seksi pengendalian dan pemeliharaan; 
membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup seksinya; 




melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas seksi 
serta membuat laporan secara berkala. 
9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Retribusi 
(1) Kepala Bidang Retribusi, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan 
rancangan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja bidang, 
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dengan kepala dinas, kepala 
bagian dan para kepala bidang di lingkup dinas; membina dan 
mengkoordinasikan dengan kepala seksi di lingkup bidang; membuat 
pedoman penyelenggaraan tugas bidang; menyelenggarakan 
perumusan kebijakan teknik pelaksanaan pembinaan pengelolaan 
pendataan dan penetapan serta penagihan dan pembukuan bidang 
retribusi; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas 
bidang; serta membuat laporan secara berkala. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala 
Bidang Retribusi, mempunyai fungsi sebagai berikut. 
a. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pendataan dan 
penetapan; 
b. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan penagihan dan 
pembukuan. 
10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan  
Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja 
seksi; mengkoordinasikan dengan kepala bidang retribusi dan kepala seksi 
penagihan dan pembukuan, membina dan mengkoordinasikan di lingkup 




retribusi; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksana tugas seksi dan 
membuat laporan secara berkala. 
11. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan 
Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja 
seksi; mengkoordinasikan dengan kepala bidang retribusi dan kepala seksi 
pendataan dan penetapan, membina dan mengkoordinasikan tugas di 
lingkup seksi; melaksanakan dan mengkoordinasikan penagihan dan 
pembukuan retribusi, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas seksi; serta membuat laporan secara berkala. 
12.  Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pajak dan PBB 
(1) Kepala Bidang Pajak dan PBB, mempunyai tugas mengkaji dan 
merumuskan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan 
kerja bidang; mengkoordinasikan dengan kepala dinas, sekretaris dinas 
dan kepala bidang lingkup dinas, membina dan mengkoordinasikan 
dengan kepala seksi di lingkup bidang; membuat pedoman 
penyelenggaraan tugas bidang, menyelenggarakan pembinaan 
pendataan dan penetapan serta penagihan dan pembukuan pajak bumi 
dan bangunan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas bidang; serta membuat laporan secara berkala. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas kepala 
bidang pajak dan PBB, mempunyai fungsi sebagai berikut. 
a. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pendataan dan 
penetapan; 





13. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 
Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja 
seksi; mengkoordinasikan dengan kepala bidang pajak dan PBB serta 
kepala seksi penagihan dan pembukuan; membina dan mengkoordinasikan 
tugas di lingkup seksi; melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan 
dan penetapan pajak daerah; melakukan pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan tugas seksi; serta membuat laporan secara berkala. 
14. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi penagihan dan pembukuan  
Kepala Seksi penagihan dan pembukuan, mempunyai tugas menyiapkan 
Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas menyiapkan 
rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja 
seksi; mengkoordinasikan dengan kepala bidang pajak dan PBB serta 
kepala seksi pendataan dan penetapan; membina dan mengkoordinasikan 
tugas di lingkup seksi; melaksanakan penagihan dan melayani keberatan 
atas materi penetapan pajak daerah dan PBB serta membuat laporan hasil 
penagihan pajak dan PBB; melakukan pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan tugas seksi; serta membuat laporan secara berkala. 
 
4.4 Hasil Analisis  Data dan Pembahasan 
4.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar 
A. Prosedur Pemungutan Retribusi  
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang (DIPENDA) menempatkan beberapa petugas 
pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepalai 




pasartersebut diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Seorang kepala pasar bertugas untuk mengatur 
dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala 
pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar 
yangdikelolanya.Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat 
penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam 
memungut retribusi kepada pedagang. 
Retribusi pasar yang ditarik dari setiap pedagang karena pedagang yang 
melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang 
terdapat di pasar. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari 
kantor pasar, loket pasar, tanah,los, kios, MCK, mushola, air, listrik, bak sampah, 
parkir, lokasi bongkar muat barang dagangan dan saluran air. 
Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek 
keadilan. Selain beberapa hal tersebut di atas, maka penetapan tarif retribusi 
juga didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
B. Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar  
Pasar Pemda diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui 
kepala pasar yang ditugaskan di setiap pasar. Sedangkan pasar desa diurus dan 
dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah 
Daerah. Pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Dispenda dan 
salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar. 
Kepala Pasar Pemerintah disamping mengurus dan mengelola pasar 
pemerintah juga mengelola pasar desa di wilayahnya dalam hal tertib 




Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Pasar, tetapi juga sering 
dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan 
adalah tentang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan 
berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini 
dilakukan karena pedagang sering seenaknya dalam menggelardagangannya 
dan menimbulkan kesan semraut. 
C. Alur dan Tata Cara Pemungutan Retribusi  
Retribusi dipungut oleh petugas KPP dengan menggunakan sistem 
official assessment, yaitu pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar dengan sistem pemungutan secara langsung menggunakan 
benda berharga atau karcis.Bagi pedagang yang tidak membayar retribusi tepat 
pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 persen 
perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih 
dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan 
Bupati sebagai berikut. 
a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
b. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 





















Sumber: Dispenda Kab. Sidrap 2014  
Keterangan:  
BPD  :Bank Pembangunan Daerah / Bank Sul-Sel  
BKP :Bendahara Khusus Penerima  
PBKP :Pembantu Bendahara Khusus Penerima  
DIPENDA :Dinas Pendapatan Daerah  
Penjelasan singkat dari sistem laporan Retribusi Pasar, adalah sebagai 
berikut: Melalui Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang  
ditunjuklah beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar, mereka 
bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan 
dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke 
Dispenda Kabupaten. Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan 
dicatat oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima(PBKP). Setelah 
penghitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh 
uang retribusi ke Bendahara Khusus Penerima yang ditanda tangani oleh Dinas 
BPD 
BKP 
PBKP-DIPENDA Kepala Pasar 
1 2 3 4 
Pemungut Retribusi 
Kepala Pasar 





Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar 
sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah 
selaku pemegang kas daerah. 
Sistem Laporan Retribusi Pasar di wilayah Kabupaten Sidenreng 
Rappang  adalah sebagai berikut. 
a. Pemungutan Retribusi 
Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik 
yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, 
selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala 
pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan 
surat tanda bukti setoran. 
b. Koordinator atau Kepala Pasar 
Mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpan setoran 
dari para pemungut retribusi, lalu menyetorkannya ke Dinas Pendapatan 
Daerah (DIPENDA). Uang retribusi tersebut dikumpulkan oleh pembantu 
bendaharawan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). 
c. PBKP–KPP Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima-KPP 
Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ini bertugasmengumpulkan, 
menghitung dan mencatat semua uang retribusi yang masuk dariseluruh 
pasar yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar. 
Setelahperhitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut 
menyetorkan seluruhuang retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima 
yang ditangani oleh DinasPendapatan Daerah (Dipenda) PBKP harus 






d. BKP (Bendahara Khusus Penerima) 
Menerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkan oleh 
PembantuBendaharawan Khusus Penerima yang berkedudukan di Dinas 
Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. 
e. BPD (Bank Pembangunan Daerah) 
Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima 
sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPD juga 
berlakusebagaipemegang kas daerah. 
A. Tata Cara Penyetoran 
Bupati selaku Kepala Daerah telah menetapkan tanggal jatuh tempo 
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat terutang. 
Penyetoran dapat dilakukanlangsung ke BPD selaku pemegang kas daerah 
ataupun melalui Kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang ditunjuk. 
Penyetoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telahditentukan dengan 
menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan SKRDtambahan 
atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus disetorkan ke 
kasdaerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan 
oleh Bupati. 
Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo maka wajib 
retribusiatau dikenakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penyetoran 
harus dilakukan secara tunai. Penyetoran dapat dilakukan dengan izin tertulis 
dari Bupati atauPejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 
B. Tata Cara Penagihan 
Penagihan dapat dilakukan pada wajib retribusi dengan menggunakan 




dikeluarkan tujuh hari sejak awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan 
wajib retribusi harus melunasi retribusiyang terutang. Surat Tagihan ini 
dikeluarkan oleh Bupati. 
C. Tata cara perhitungan dan pengembalian retribusi 
Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi maka wajib retribusi 
dapatmengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Kepala 
Daerah. Kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperhitungkan secara 
langsungterlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa 
bunga. Kemudian barudiperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya. 
Dalam pengembalian ini Bupati akan menerbitkan SKRDLB (Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar, pada (pasal 28) ayat (1) paling lambat 6 bulan sejak 
diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. 
4.4.2 Pengukuran Efektivitas Retribusi Pasar 
Pengukuran inimelihat efektivitas realisasi penerimaan retribusi pasar 
selama 3 tahun anggaran terakhir dari seluruh pasar yang terdapat di Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Dalam pengukuran ini realisasi  penerimaan retribusi pasar  
akan diperbandingkan dengan target penarikan retribusi pasar.  Jika angka  yang 
dihasilkan menunjukkan angka yang semakin besar (di atas 100 persen), maka 
hasil pemungutannya menunjukkan kinerja yang semakin efektif. 
Tabel tersebut dibawah ini memperlihatkan rata-rata efektivitas 
pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebesar 
88,76 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi 
pasar kurang berjalan secara efektif pada tahun 2011 dan 2012 kecuali pada 




yakni pada tahun 2011 yang hanya mencapai realisasi sebesar 78,34 persen. 
Hal ini pula yang mendasari sehingga target pada tahun 2013 diturunkan sebab 
selama dua tahun terakhir tidak bisa mencapai target 100 persen. 
Tabel 4.3 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten 





Target (Rp.) Realisasi (Rp.) 
2011 7.818.622.000 6.125.049.200 78,34  
2012 7.546.674.000 6.061.423.034 80,32  
2013 6.381.211.400 6.867.489.772 107,62  
Rata-Rata 88,76  
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidrap Tahun 2014 
Tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 107,62 persen,  hal ini dapat 
diartikan bahwa sebenarnya target penerimaan yang selama ini ditetapkan 
Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah potensi yang 
sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah selaku dinas yang terkait 
dengan usulan penetapan target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan 
penghitungan secara akurat terhadap besarnya potensi penerimaan retribusi 
pasar sehingga penerimaan retribusi pasar berdasarkan target yang ditetapkan 
dapat lebih ditingkatkan lagi. 
4.4.3 Pengukuran Efisiensi Retribusi Pasar 
Efisiensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang 
dapat dilihat dengan membandingkan antara biaya pemungutan atau 
pengelolaan retribusi pasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan pasar guna 
merealisasikan penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan  retribusi 
pasar. Efisiensi dikatakan lebih baik bila hasil perhitungan yang diperoleh 
semakin kecil atau sebaliknya. 
Dalam merealisasikan penerimaan retribusi pasar biaya pemungutan 




biaya upah pungut yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5 persen dari realisasi 
penerimaan retribusi pasar dan biaya–biaya operasional yang terkait  langsung 
dengan pungutan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. 
Adapun biaya–biaya operasional yang dimaksud  di atas terdiri dari biaya cetak 
karcis, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. 
Upah pungut retribusi pasar dihitung secara proporsional sebesar 5 
persen dari realisasi penerimaan retribusi pasar, sedangkan biaya operasional 
dihitung secara proporsional sebesar 4 persen dari realisasi penerimaan retribusi 
pasar. Biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang 
bervariasi dari tahun ke tahun sesuai dengan realisasi penerimaan retribusi 
pasar. Biaya upah pungut terus meningkat sesuai dengan peningkatan realisasi 
penerimaan retribusi pasar, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan 
penetapan upah pungut yang didasarkan pada persentase proporsional realisasi  
penerima retribusi pasar  dan pendapatan asli daerah. 
Untuk melihat besarnya biaya–biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan 
pemungutan retribusi pasar selama tiga tahun anggaran yaitu dari tahun 2011-
2013 tersaji dalam tabel berikut, sedangkan untuk melihat tingkat efisiensi 
pemungutan retribusi pasar selama tiga tahun anggaran dapat tersaji dalam tabel 
sebagai berikut. 
Tabel 4.4 Jumlah dan Jenis Biaya yang Terkait dengan Proses 
Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidenreng 







Gaji & Tunjangan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
1 2011 306.252.460,00 245.001.968,00 612.504.920,00 1.163.759.348,00 
2 2012 303.071.151,70 242.456.921,36 787.984.994,42 1.333.513.067,48 
3 2013 343.374.488,60 274.699.590,88 961.448.568,08 1.579.522.647,56 




Dari  tabel di atas dapat terlihat, bahwa besarnya biaya pemungutan 
retribusi pasar setiap tahunnya tidak sama dan ada kecenderungan semakin 
meningkat. Peningkatan yang paling tajam terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 
Rp. 1.373.497.954,40,- kemudian besarnya upah pungut  adalah 5 persen dari 
realisasi penerimaan retribusi pasar yang tentu saja besarnya tidak sama 
tergantung  dari realisasi penerimaan retribusi pasar tersebut. Biaya yang paling 
besar dalam pemungutan retribusi pasar ini adalah biaya gaji dan tunjangan 
yang diberikan kepada pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi pasar. 
Perhitungan efisiensi pemungutan retribusi pasar  di Kabupaten 
Sidenreng Rappang selama periode pengamatan yaitu di tahun anggaran  2011 
sampai dengan tahun 2013 adalah seperti pada halaman berikut ini. 
Tabel 4.5 Analisis Efisiensi Proses Pemungutan Retribusi Pasar di 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2011 





Realisasi Ret. Pasar 
(Rp.) 
Biaya Pungut (Rp.) Efisiensi (%) 
1 2011 6.125.049.200,00 1.163.759.348,00 19,00 
2 2012 6.061.423.034,00 1.333.513.067,48 22,00 
3 2013 6.867.489.772,00 1.579.522.647,56 23,00 
Rata-Rata 21,33 
Sumber: Data Sekunder  
Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas 
menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan atau pengelolaan retribusi 
pasar selama periode waktu tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 di 
Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar antara 19,00 persen sampai dengan 
23,00 persen dan menunjukkan kecenderungan tingkat efisiensi yang meningkat, 
yaitu pada tahun anggaran 2011 tingkat efisiensinya sebesar 19,00 persen 




Hasil perhitungan selama periode waktu 2011 sampai dengan tahun 2013 
menunjukkan angka efisiensi secara rata-rata sebesar 21,33 persen dengan total 
penerimaan retribusi pasar atau dengan kata lain biaya pungut lebih rendah dari 
penerimaan yang diperoleh. 
 
4.4.4 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah  dan Retribusi Pasar  
 Selama periode tiga tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2011 s/d 
2013 realisasi penerimaan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kabupaten 
Sidenreng Rappang menunjukkan adanya pertumbuhan dari tahun ke tahun 
dengan tingkat pertumbuhan rata–rata pertahun untuk retribusi pasar terhadap 
retribusi daerah sebesar 31,68 persen per tahun sedangkan perbandingan 
antara retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 17,19 
persen per tahun, secara terperinci mengenai pertumbuhan realisasi penerimaan 
dan tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar di Kabupaten 
Sidenreng Rappang selama tahun anggaran 2011-2013  dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus analisis pertumbuhan di bawah ini. 
1. Perkembangan penerimaan Retribusi Daerah 
Perkembangan realisasi penerimaan dan tingkat pertumbuhan retribusi 
daerah  selama kurun waktu pengamatan dari tahun anggaran 2011 s/d 2013 di 
Kabupaten Sidenreng Rappang adalah mengalami peningkatan dengan tingkat 
pertumbuhan rata-rata sebesar 19,74 persen, secara terperinci perkembangan 







Tabel 4.6 Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan 
Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Sidenreng 






Retribusi Daerah (Rp) Pertumbuhan (%) 
1 2011 18.318.116.771,80 - 
2 2012 20.727.510.195,05 17,89 
3 2013 21.227.956.226,50 21,59 
Rata-Rata 19,74 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
Dari tabel  di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan 
retribusi daerah per tahun selama 3 tahun anggaran adalah berkisar antara 
13,15 persen pada tahun 2012 dan 2,41 persen pada tahun 2013. Penurunan 
tingkat persentase pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2013 disebabkan 
karena kurangnya penerimaan retribusi daerah dari sektor jasa telekomunikasi, 
pendidikan, kesehatan serta peternakan dan perikanan. 
 
2. Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar  
Perkembangan realisasi penerimaan Retribusi Pasar selama kurun waktu 
pengamatan dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun 2013 
menunjukkan adanya  fluktuasi dari tahun ke tahun dan tingkat pertumbuhannya 
pun mengalami peningkatan dan penurunan dengan tingkat pertumbuhan rata–
rata sebesar 6,13 persen per tahun. Secara terperinci perkembangan dan tingkat 







Tabel 4.7 Perkembangan Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan 
Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang 
Tahun Anggaran 2011-2013. 
 
No. Tahun Anggaran Retribusi Pasar (Rp) 
Pertumbuhan 
(%) 
1 2011 6.125.049.200,00 - 
2 2012 6.061.423.034,00 (1,03) 
3 2013 6.867.489.772,00 13,29 
Rata-Rata 6,13 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidenreng Rappang 
Perhitungan Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar. 
Pth-n  –  PRth-n-1 
PPR =    X 100% 
PRth-n1 
 
1. Tahun 2012 = 6.061.423.034 – 6.125.049.200 = 100% 
6.125.049.200 
   = -1,03% 
2. Tahun 2013 = 6.867.489.772 – 6.061.423.034 = 100% 
6.061.423.034 
   = 13,29% 
Dari tabel  di atas menunjukkan bahwa rata- rata pertumbuhan realisasi 
penerimaan retribusi pasar per tahun selama periode waktu tiga  tahun anggaran 
yaitu sebesar 6,13 persen dan tingkat pertumbuhannya pada tahun 2012 
mengalami penurunan 1,03 persen yang disebabkan karena adanya 
pembangunan pasar secara umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun 
pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen sebab beberapa 
pasar kategori besar dan sedang (A dan B) sudah rampung dan difungsikan 





4.4.5 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar 
Potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk 
menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah. Salah satu sumber retribusi 
daerah adalah retribusi pasar, untuk mengetahui potensi retribusi suatu daerah 
antara lain. 
a. Kondisi awal suatu daerah. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu 
daerah sangatlah menentukan, yakni besar kecilnya keinginan pemerintah 
daerah untuk menetapkan pungutan dan kemampuan masyarakat untuk 
membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintahan 
daerah. 
b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan 
retribusi. Menambah objek dan subjek retribusi, meningkatkan besarnya 
penetapan dan mengurangi tunggakan. 
c. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita rill. Semakin 
tinggi pendapatan seseorang maka makin tinggi pula kemampuan untuk 
membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
d. Pertumbuhan penduduk. Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk. 
e. Tingkat inflasi.  
f. Penyesuaian tarif. Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada 
kebijakan penyesuaian tarif. 
g. Pembangunan baru. Sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan, 
adanya perubahan yang baru tentunya akan meningkatkan retribusi daerah. 
Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki banyak pasar dalam berbagai 
tipe yang merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial diharapkan 




peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sangat penting dukungan 
penguatan pendapatan dari objek-objek retribusi yang dipungut sebagai imbalan 
pemakaian jasa fasilitas pasar. 
Untuk meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada tahun 2014, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
antara lain sebagai berikut. 
1. Tarif retribusi pasar yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar.   
2. Jumlah pasar atau sarana fisik 
 Pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 14 buah pasar yang 
terdiri dari Tipe A sebanyak 3 pasar, Tipe B sebanyak 2 pasar, Tipe C 
sebanyak 5 pasar dan Tipe D sebanyak 4 pasar, masing-masing pasar 
tersebut mempunyai wilayah kerja, fasilitas berupa kios, los, pelataran dan 
gardu.  
3. Jasa pasar yang disediakan 
 Pasar pelayanan barang publik oleh Pemda Kabupaten Sidenreng 
Rappang untuk berjualan terdiri dari kios, los permanen dengan dinding 
lantai bertegel, adanya lahan parkir, tersedianya MCK dan tersedianya 
petugas keamanan serta tersedianya bak penampungan sampah dan 
bongkar muat barang. 
4. Potensi Penerimaan Retribusi Dari Jumlah Pedagang  
Potensi penerimaan retribusi dari jumlah pedagang untuk  masing–masing 
pasar dan jenis layanan yang disediakan dihitung berdasarkan rumus 




Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar: 
{(LLS x TR) + (LKS x TR) + (PRLS x TR) + (JPKS x TR) + (JPEP x TR)} 
x {(Aktifitas Pasar Sebulan x 12)} 
Ket: 
LLS = Luas Los 
LKS = Luas Kios 
PRLS = Jumlah Pedagang Los 
JPKS = Jumlah Pedagang Kios 
JPEP = Jumlah Pedagang pelataran 
TR = Tarif Retribusi  
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data struktur, besarnya tarif retribusi 
pasar dan jumlah pedagang di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai 
berikut: 
Tabel 4.8 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Pangkajene Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 






1 Kios Luas 17 52 3.291.750 171.171.000 
2 Kios Luas 8,75 80 2.155.550 172.444.000 
3 Kios Luas 17,5 80 3.361.100 268.888.000 
4 Kios Luas 25,8 80 4.503.950 360.316.000 
5 Kios Luas 17,5 80 3.171.100 253.688.000 
6 Los L 6 44 1.235.000 54.340.000 
7 Los L 5,5 44 1.187.500 52.250.000 
8 Los L 4,5 44 1.092.500 48.070.000 
9 Los L 4,5 44 1.092.500 48.070.000 
10 Los L 5,4 44 1.178.000 51.832.000 
11 Los L 4 44 1.045.000 45.980.000 
12 Los L 4,08 44 1.052.600 46.314.400 




14 Los L 3,75 44 1.021.250 44.935.000 
15 Los L 3,38 44 986.100 43.388.400 
16 Los L 4,5 44 1.092.500 48.070.000 
17 Pelataran Basah 1,5 30 444.600 13.338.000 
18 Pelataran Basah 2,25 30 475.950 14.278.500 
19 Pelataran Kering 2,25 30 475.950 14.278.500 
20 Pelataran Kering 3 30 508.250 15.247.500 
21 Pelataran Kering 4 30 551.000 16.530.000 
22 Pelataran Kering 6 30 636.500 19.095.000 
23 Pelataran Kering 4,5 30 572.850 17.185.500 
24 Pelataran Kering 5 30 593.750 17.812.500 
25 Pelataran Lt II 4 30 551.000 16.530.000 
26 Pelataran tidak tetap 75 2.000 21.600.000 
Jumlah 1.914.317.300 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kab. Sidrap 2013  
Tabel 4.9 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Rappang Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 






1 Kios A 1 Menghadap keluar 65 2.603.000 169.195.000 
2 Kios A1 Menghadap ke dalam 65 2.413.000 156.845.000 
3 Kios A2 Menghadap keluar 65 2.603.000 169.195.000 
4 Kios A2 Menghadap ke dalam 65 2.413.000 156.845.000 
5 Kios A3 Menghadap keluar 65 2.603.000 169.195.000 
6 Kios A3 Menghadap kedalam 65 2.413.000 156.845.000 
7 Kios A4 Menghadap keluar 65 2.603.000 169.195.000 
8 Kios A4 Menghadap kedalam 65 2.413.000 156.845.000 
9 Kios D 102 4.256.000 434.112.000 
10 Kios E 102 2.396.850 244.478.700 
11 Kios F 102 1.995.000 203.490.000 
12 Los Basah 45 878.750 39.543.750 
13 Los Kering L 5,25 85 1.163.750 98.918.750 
14 Los Kering L 4 85 1.045.000 88.825.000 
15 Pelataran Basah 85 475.950 40.455.750 
16 Pelataran Kering 85 475.950 40.455.750 
17 Pelataran tidak tetap 120 2.000 34.560.000 
Jumlah 2.528.999.700 




Tabel 4.10 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 
No. Pasar Tanru Tedong 





1 Kios L 24 55 4.256.000 234.080.000 
2 Kios L 12 55 2.603.000 143.165.000 
3 Kios L 10.5 55 2.396.850 131.826.750 
4 Kios L 7.5 55 1.995.000 109.725.000 
5 Kios L 9.2 55 2.217.300 121.951.500 
6 Kios L 10.8 55 2.437.700 134.073.500 
7 Kios L 8.8 55 2.162.200 118.921.000 
8 Los Kering L 4 65 1.045.000 67.925.000 
9 Los Kering L 3 65 950.000 61.750.000 
10 Los Kering L 5 65 1.140.000 74.100.000 
11 Los Basah L 2.25 65 878.750 57.118.750 
12 Los Basah L 2.4 65 893.000 58.045.000 
13 Pelataran Basah L 1.44 48 441.750 21.204.000 
14 Pelataran Basah L 2.25 48 475.950 22.845.600 
15 Pelataran Kering L 1.44 48 441.750 21.204.000 
16 Pelataran Kering L 3 48 508.250 24.396.000 
17 Pelataran Kering L 2.25 48 475.950 22.845.600 
18 Pelataran Kering L 4 48 551.000 26.448.000 
19 Pelataran Kering L 2 48 465.500 22.344.000 
20 Pelataran Tidak Tetap 120 2.000 34.560.000 
Jumlah 1.508.528.700 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidrap 2013 
Tabel 4.11 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Tipe B di Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 
No. 







1 Kios 220 787.000 173.140.000 
2 Los 320 311.000 99.520.000 
3 Gardu 340 311.000 105.740.000 
4 Pelataran 300 2.000 86.400.000 
Jumlah 464.800.000 




Tabel 4.12 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Tipe C di Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 
No. 








1 Kios 475 574.000 272.650.000 
2 Los 340 218.000 74.120.000 
3 Gardu 340 218.000 74.120.000 
4 Pelataran 600 2.000 172.800.000 
     
Jumlah 593.690.000 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidrap 2013 
Tabel 4.13 Jumlah Pedagang dan Pemakaian Kios, Los, Gardu dan 
Pelataran pada Pasar Tipe D di Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2013 
 
No. 
Pasar Tipe D (Wette'e, 






1 Los 60 130.000 7.800.000 
2 Gardu 60 130.000 7.800.000 
3 Pelataran 75 2.000 21.600.000 
Jumlah 37.200.000 
Sumber: Data Sekunder Dispenda Kabupaten Sidrap 2013 
Dari data pada tabel dan uraian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa 
jika Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan sesuai dengan aturan secara 
tertib dan disiplin maka akan dapat meningkatkan potensi penerimaan retribusi 
pasar yang jauh lebih besar dari potensi yang ditetapkan tiap tahunnya.  
4.4.6 Kontribusi  Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka 
mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, 




perhitungan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli 
Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui seberapa besar 
peranan atau kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu (alat analisis) yaitu dengan 
menggunakan formula kontribusi/share dengan cara membandingkan antara 
realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah  
selanjutnya dikalikan dengan 100 persen. 
Rumus tersebut diatas akan diimplementasikan secara lebih singkat dan 
lebih jelas dengan menggunakan tabel untuk lebih efektifnya data. 
Retribusi  pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu 
komponen retribusi daerah yang memberikan peranan atau kontribusi yang 
cukup berarti/besar terhadap retribusi daerah  yaitu seperti terlihat pada tabel 3.4 
berikut ini. 
Tabel 4.14 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah di 










1 2011 6.125.049.200,00 18.318.116.771,80 33,44 
2 2012 6.061.423.034,00 20.727.510.195,05 29,24 
3 2013 6.867.489.772,00 21.227.956.226,50 32,35 
Rata-Rata 31,68 
 
Sumber :  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Laporan 
Penerimaan Retribusi Pasar.  
 
   Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa peranan atau kontribusi 
retribusi pasar  terhadap retribusi daerah adalah cukup berarti yaitu selama 
periode waktu 2011 s/d 2013 rata–rata per tahun sebesar 31,68 persen, ini 
berarti bahwa penerimaan retribusi daerah selama periode waktu tersebut 




tahun anggaran 2012, selama periode waktu tersebut peranan kontribusi retribusi 
pasar secara persentase mengalami penurunan dan pada tahun 2013 
mengalami kontribusi peningkatan sebesar 3,11 persen dari tahun sebelumnya. 
 Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah  selama 
kurun waktu tiga  tahun anggaran yaitu periode 2011 sampai dengan tahun 2013 
adalah seperti pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.15 Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di 










1 2011 6.125.049.200,00 36.780.402.636,49 16,65 
2 2012 6.061.423.034,00 36.158.851.507,94 16,76 
3 2013 6.867.489.772,00 37.920.943.980,29 18,11 
Rata-Rata 17,19 
 
Sumber :  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Laporan 
Penerimaan Retribusi Pasar.  
 
Untuk memberikan hasil analisis yang lebih jelas tentang besarnya 
kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dengan 
rumus sebagai berikut: 
PRth-n 
   KPR =    X 100% 
     PADFth-n 
Ket: 
KPR = Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah  
PRth-n = Penerimaan Retribusi Pasar 
PADFth-n = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
1 Tahun 2011 = 6.125.049.200,00  x 100% 
  36.780.402.636.49 




2 Tahun 2012 =  6.061.423.034,00 x 100% 
   36.158.851.507.94 
  = 16,76% 
3 Tahun 2013 =  6.867.489.772.00 x 100% 
  37.920.943.980.29 
  = 18,11% 
Total 2011-2013  =   19.053.962.006   x 100% 
    110.860.198.125 
  = 17,19% 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi atau share retribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2011-2013 
menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun yaitu rata-
rata berkisar 17,19 persen. 
Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang dicapai pada tahun 2012 
hanya naik sebesar 0,11 persen sedangkan pada tahun anggaran 2013 
mengalami kenaikan tingkat kontribusi/share 1,35 persen dari tahun sebelumnya, 
hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi pasar sebagai salah satu  
komponen retribusi daerah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi 









Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi retribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun anggaran 2011- 2013 adalah 
rata-rata sebesar 17,18 persen, sedangkan  kontribusi terhadap retribusi 
daerah adalah sebesar 31,68 persen. Peranan atau kontribusi tersebut masih 
kurang efektif sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah. 
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sidenreng 
Rappang selama tiga tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2011- 2013 
adalah berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahun adalah sebesar 
6,13 persen.Tahun anggaran 2012 mengalami penurunan sebab dilakukan 
renovasi dan perbaikan pasar secara menyeluruh di Kabupaten Sidenreng 
Rappang.Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran  2013 
yaitu sebesar 13,30 persen. 
3. Potensi penerimaan retribusi pasar dari tahun 2013 lebih rendah dari target 
yang telah ditetapkan yaitu target untuk tahun 2013 sebesar Rp. 
6.867.489.772,- sedangkan potensi yang ada sebenarnya  adalah sebesar 
Rp. 7.407.535.700,-.  Variabel untuk menghitung potensi ini adalah jumlah 
penerimaan dari kios, los, pelataran, di kali tarif sesuai dengan Peraturan 




untuk pelataran yakni dihitung per pasar yaitu 3 kali pasar dalam satu 
minggu. 
4. Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar  di Kabupaten Sidenreng 
Rappang adalah sebesar 88,76 persen, hal ini menunjukkan bahwa secara 
rata-rata pemungutan retribusi pasar  kurang berjalan secara efektif karena 
dalam dua tahun anggaran, angkanya hampir tidak melampaui angka 100 
persen dan hanya pada tahun 2013 melampaui 100 persen dan ini pun 
disebabkan karena target dari tahun sebelumnya dikurangi. Namun apabila 
efektivitas dihitung berdasarkan potensi penerimaan retribusi pasar dari 
tahun 2011-2013 rata-rata sebesar 21,33 persen. Efisiensi pemungutan 
retribusi pasar selama tiga tahun anggaran yaitu dari anggaran 2011-2013 di 
Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar antara 19,00 persen sampai dengan 
23,00 persen dan menunjukkan kecenderungan tingkat efisiensi yang 
berfluktuasi. Hasil perhitungan selama periode waktu 2011-2013 
menunjukkan angka efisiensi secara rata-rata sebesar 21,33 persen dengan 
kata lain biaya pemungutan  lebih tinggi  dari penerimaan yang diperoleh. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng 
Rappang dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang 
peningkatan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut. 
1. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan potensi    
yang ada dapat dilakukan dengan cara: 
a. menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pungutan retribusi 
sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan 




b. menerapkan sanksi hukum kepada wajib retribusi khususnya para pemilik 
kios, los atau pelataran  yang tidak membayar retribusi yang telah 
ditetapkan; 
c. Memberikan penyuluhan secara intensif kepada wajib retribusi  tentang 
hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi  yang dibayarkan  baik 
bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng 
Rappang.  
2. Meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan cara mengurangi biaya-
biaya yang tidak perlu di mana persentase biaya pemungutan diusahakan 
lebih rendah atau lebih kecil dari persentase peningkatan realisasi 
penerimaan sehingga dari tahun ke tahun pungutan retribusi pasar 
menunjukkan adanya peningkatan efisiensi. 
3. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang agar lebih realistis dalam 
menentukan dan atau menetapkan  target penerimaan  retribusi pasar dalam 
APBD berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya. Pengenaan tarif 
retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan kepada 
para wajib retribusi seperti tarif untuk kios, los, dan pelataran harus ditinjau 
ulang bukan berdasarkan luas saja tapi berdasarkan tingkat keramaian dan 
potensi transaksi pembelian barang. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Hambatan dalam penelitian ini yaitu terbatasnya informasi-informasi dari 
dinas pendapatan daerah masih kurangnya data yang bisa diberikan untuk 
menjadi acuan peneliti. Hal tersebut menyebabkan sulit untuk menjelaskan lebih 
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1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kontribusi retribusi pasar sudah berjalan 
sesuai dengan prosedur yang berlaku? 
2. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli 
daerah? 
3. Tindakan apa yang bapak/Ibu lakukan, jika kontribusi retribusi pasar tiap 
tahun mengalami penurunan? 
4. Apa sanksi wajib retribusi yang menunggak pembayaran retribusinya? 
5. Bagaimanakah prosedur pembayaran retribusi pasar? 
Kelompok B 
1. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai telah memberikan 
kepuasan kepada para pedagang di pasar? 
2. bagaimana keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan 
pelayanan? 
3. bagaimana kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas? 
4. Apakah wajib retribusi sudah merasa nyaman dengan sarana dan 
prasarana yang tersedia? 
